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Abstrak 
Tindak pidana pertambangan yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nontor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nontor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak 
pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan 
hambatan penanganan tindak pidana pertambangan. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat 
erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan 
umum maupun pertambangan minyak dan gas burnt ditvajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai 
tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak 
pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas 
dan lingkungan hidup. Tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi ter-
tentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiiva tertentu. Atdu memberikan data seteliti muhgkin 
tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 'normatif 
yang ditunjang dengan bahdn-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum ya'tig terda-
pat dalam peraturan perundang-undangan,.putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat. sinkronisasi suatu 
aturan hukum dengan aturan hukum 'lainnya secara hierarki. Dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
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Hidup. 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan 

cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga 
dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit 
dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat85 

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola 
dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pe-
merintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, 
harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan 

85 Netvs. Okezone.com, 4 November 2010. 


















